BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai
berikut:

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan
Singapura terkait tindak pidana judi online. Persamaan tersebut terletak pada
kedua negara sudah memiliki pengaturan hukum terkait tindak pidana judi
online, meskipun Singapura masih melegalkan beberapa aktivitas judi online
yang telah memiliki izin resmi dari otoritas Singapura yang berwenang. Lebih
lanjut, perbedaan antara Indonesia dan Singapura terletak pada aturan hukum
yang mengatur terkait tindak pidana judi online, Indonesia memiliki beberapa
peraturan terkait tindak pidana judi, akan tetapi terhadap tindak pidana judi
online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun dalam peraturan tersebut tindak
pidana judi online masih digabung dengan tindak pidana terkait informasi dan
transaksi elektronik lainnya. Singapura telah memiliki aturan hukum terkait judi
online yang terpisah dengan aturan hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh Nomor 34 Tahun 2014, Undang-Undang
Kontrol Perjudian Nomor 15 Tahun 2022 dan Gambling Regulatory Authority

of Singapore Act 2022.
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Lebih lanjut, dalam hukum Singapura terkait judi online telah dibedakan
bentuk perbuatan tindak pidana judi online sesuai dengan subyek hukum yang
melanggar, sedangkan di Indonesia terhadap para pelaku tindak pidana judi
online baik itu bandar, pemain, maupun pengiklan masih dikenai pasal yang
sama yaitu Pasal 27 ayat (2). Sejalan dengan hal tersebut, terdapat persamaan
dan perbedaan atas sanksi pidana yang dapat dijatunkan kepada pelaku judi
online antara Indonesia dan Singapura. Persamaannya terletak pada jenis sanksi
pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda
kepada para pelaku judi online, sedangkan perbedaannya terletak pada besar

kecilnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.

. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi

ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik perlu dilakukan pembaharuan hukum mengingat
tindak pidana judi online yang terus berkembang. Pembaharuan tersebut
dapat dilakukan dengan memperluas makna terkait judi online termasuk

di dalamnya jenis-jenis judi online.



2.
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Indonesia dapat mengambil hal positif yang diatur dalam hukum pidana
Singapura khususnya mengenai tindak pidana judi online. Terlebih
Singapura telah memiliki aturan hukum terkait judi online yang terpisah
dengan aturan hukum lainnya yang tentunya dapat menjamin kepastian

hukum bagi masyarakat.
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